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PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1997,
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan
Limba Ul, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bitung, 26 Desember 1990,
agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Gorontalo, dengan  Nomor

928/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah  Nomor
0107/012/V111/2016, tanggal 24 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun,
kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember
2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai
pekerjaan tetap;

b. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau
hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat sering berjudi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali
terjadi puncaknya pada bulan September 2018, dimana Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua
Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama
3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon
kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Primair :
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Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat(TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan (relaas) tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 26
Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/012/VI11/2016 tanggal 24
Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

B. Saksi:
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SAKSI | umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Kelurahan Limba U.l Kecamatan Kota Selatan Kota
Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu pindah ke
rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2016;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, pencemburu
dan mudah marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berjudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak
bulan September 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

SAKSI Il umur 27 tahun, agama lIslam, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat kediaman di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu pindah ke

rumah orang tua Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2016;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, pencemburu
dan mudah marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berjudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak
bulan September 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah
berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan
telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi
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Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan
resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan
pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta otentik serta
dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan November
2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki emosional yang tinggi,
Tergugat sering berjudi, sehingga puncaknya pada bulan September
2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak ada
hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat
mudah marah dan sering bermain judi. Penggugat dan Tergugat sudah
hidup berpisah sejak bulan September 2018 serta pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang
didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat yang
dibuktikan oleh kedua saksi tersebut menjadi fakta yang tetap;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang telah berakibat pada perpisahan
antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena
Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga dengan demikian
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai
dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh
Sunnah Juz Il halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan
Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti
dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami
yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan
tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan

verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 446000,- ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Januari
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah,
oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Marhumah dan Khairiah Ahmad, S.HI,M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Marhumah Drs. Mohammad H. Daud, M.H
Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.HI,M.H
Panitera Pengganti,
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Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp355.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp446.000,00
( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )
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